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IIALMAIIERABUPATI BARAT

I{TPUTUSAIT BI'PATI IIALMAIIERA BARAT
NOMOR :14.4KPT5/ x l2Ots

. TENTANG

PENETAPAIT STATUS NEGERI UNTIIK SATUAI{ PENDIDII{AN
TAUAN r{ANAI(-KANAK (TK), SEKOLTUI DAAAR (8D1,

stKor,arr MEr[ENcArI PERTA]IIA (SMp], SDKOLAIT USIrindAH atas
DI IIABUPATEN HALMAIITRA BARAII

BUPATI HALMAIIERA BARAT,

Menirnbang : a. ba-hwa daram rangka pendataan pendidika, secara
online dalam pengembangan teknologi pendidikan yang
memerlukan keakuratan data satuan pendidikan, maki
perlu dilakukan penataan kembali nomenklatur satuan
pendidikan yang berstatus negcri guna mempermudah
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meminimalisir kesalatran dalam penetapan pemberian
!:rP.r sara:na prasarana pendidikan, dipandang perlu

iiffi #LXn"**ff H*n:","m;*;:X*
hinsga pendidikan menengah di Kabupaten Halmahera
Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusal
Bupati tentang penetapan Status Negeri Untuk-Satuanpendidikal Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar-
(SD), Sekolah Menengah pertama (SMp) dan Sekolah
Menengah Atas (SMA) Di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun lg5g tentang
Penetapan Undang-undang Nomor 28 Darurat Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra

ffi-ffi l1"1l"T"Yiflil3;1f swatantra ringkat I

2. Undalg-undang Nomor 6 Tahun 2OOO tent€ng
perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999
Lentang Pembentukan Provinsi Mafuku Utara,

[*I:*tt 
Bum dan Kbupaten Maruku Tenggara

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentsrrg
Pembentukan kabupaten Halmahera Utara, I(abupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Tilnur dan Kota Tldore
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. undan6-undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sis$m
Pendidikan Nasional;
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S. Undalg_undang nomor 33 Tahun 2OO4 tentangperimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat danpemerintahan Daerah;

6. Undang_uld*g Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangpemerintahan Daerah;

7. peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentalgpendidikan Dasar;

8. peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentangpendidikan Menengah;

9. peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 20os tenta,g
Staadar Nasional pendidikan;

1O. peraturan pemerintah Nomor 3g Taturn 2OO7 tentangpembagian Urusan pemerinrah antara pemerintah]
pemerintah 

_Daerah propinsi dan pemerintarr Daerah
Kabupaten/Kota;

ll.peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor36 Tahun 2Ol4 tentang pedoman pendirianl peruUahan
dan penutupan Satuan pendidikan b""", dan
Menengah;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
l29a/U/2OO4 tentang Standar pelayanan Minimal
Bidarg pendidikan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor
15 Tahun 2OO8 tentang Orgarrisasi Dinas-dinas Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan: 1.. Telahaan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Halmahera Barat Nomor : 42O/Llt4/2015 tanggal 15
September 2015 perihal Penetapan Status ?aman
Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD); Sekol,ah
Menengah Pertama (SMP), Sekolatr Menengah Ata.s
(SMA) menjadi Sekolah Negeri;

2. Hasil Tim Veritikasi Kelayakan Dinas Pendidikar
Kabupaten I{almahera Barat taflggal l. 1 Mei 2015;

MEMUTUSI{AI{:

Menetapkan

PERTAMA Menetapkan Status Negeri Untrrk Satuan Pendidikan
Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Menengah Pertama (SMP) dan Sekllah Menengah Atas
fSMA) Di Kabupaten Halmahera Barat, deagan nama
bltri. Pendidikan sebagaimana tercarrtum pada Lampiran
I. II, III, dan IV KePutusan ini;



KEDUA

KETIGA

a

Penetapan Status Negeri sebagaimana dimalsud Diktum
Pertama, ditindallanjuti dengan pemberian Nomor Statistik
Sekolah (NSS) bagi Sekolah Negeri yang dikoordinir
langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat
dengan tetap mengacu pada ketentuan peratur€ul
perundang-unCangan yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada

Jailolo
L oKtobe{. 2015

ERA BARAT,

H. ROBA

Tembusm Dimpaikan Kepada :
1. Yth. Menteri Pendidilcan dan Kebudayaan RI diJakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan RI diJakarta,
3. Yth. Dirjen Pendidikan Dasg Kementerian Pendidikan r{an Kebudayaan RI di Jalerta,
4. Yth. Dirjen Pendidikan Menengah Kcmeaterian Pcndidikan dm Kcbudayam RI di Jalcrta,
5. Ytlx. Gubemur Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran prov. Maluku Utara di Sofitr,
8. Yth. Kepala Bappeda l(abupaten Halmahcm Baiat di Jailolo,
9. Yth. Kepala UPID Pendidkan s-Ihb. Hatmahcra Barat di Jailolo.,
10. Yth. Satuan Pendidil€n masing-masing di Tempat.


